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PENETAPAN
NOMOR : 0436/Pdt.P/2015/PA.Rgt
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara yang di ajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat
tinggal di Rengat , Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, tempat tinggal di Rengat , Kabupaten Kuantan Singingi,

sebagai Pemohon II;

e Pengadilan Agama tersebut;
e Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

e Telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di

persidangan;
e Telah memperhatikan alat bukti lainnya;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 telah
mengajukan permohonan yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Rengat dengan register Nomor: 0436/Pdt.P/2015/PA.Rgt., tanggal 17 Nopember 2015,

telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 1990
di Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, yang
menjadi wali nikah kakek Pemohon II , dan disaksikan oleh , dengan Mas Kawin

berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
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2 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut
syari’at Islam;
3 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II
berstatus Perawan;
4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang
mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 3
(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
a ANAKY, lahir tanggal 27-07-1992
b ANAKII, lahir tanggal 08-07-1995
¢ ANAKIII, lahir tanggal 27-11-2002
6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus
persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon

I dengan Pemohon II;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini

dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1990 di Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan
Mudik;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II

masing-masing hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis

berupa:

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. No. 140901080560003 tertanggal 19 Juni
2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuantan Singingi, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan
telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan
pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda
bukti (P.1) ;

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. No. 1409016006740002, tertanggal 19 Juni
2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuantan Singingi, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan
telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan
pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda
bukti (P.2) ;

3 Fotokopi Kartu Keluarga an. , No. 1409011412100012, tanggal 14 Desember
2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuantan Singingi, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan
dinazegelen di Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di
persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.3),

4 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan
Kuantan Mudik Nomor : Kk. tanggal 26 Oktober 2015, menyatakan bahwa
belum tercatat pernikahannya, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan
dinazegelen di Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama
Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di

persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.4);
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Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang

saksi, masing-masing bernama:

1

SAKSI I, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan

sebagai berikut:
Bahwa, Saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa, Saksi saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada

tanggal 11 Januari 1990, di desa Air Buluh;

Bahwa yang menjadi wali nikah kakek kandung Pemohon II yang bernama

Asep, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan
oleh Muklis dan Bakri, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa, Sepanjang pengetahuan saksi, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon
II tidak ada halangan muhrim yang menghalangi sahnya pernikahan mereka,
baik dari segi nasab, persusuan, perbedaan agama, persemendaan dan lain
sebagainya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari

pernikahan mereka tersebut;

Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II

belum pernah bercerai;

Bahwa selama ini tidak ada warga yang menyangkal keabsahan pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk alas hukum sah

pernikahan para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak;

SAKSI II, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan

sebagai berikut:

Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
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Bahwa, Saksi saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada

tanggal 11 Januari 1990, di desa Air Buluh;

Bahwa yang menjadi wali nikah kakek kandung Pemohon II yang bernama
Asep, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan
oleh Muklis dan Bakri, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa, Sepanjang pengetahuan saksi, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon
IT tidak ada halangan muhrim yang menghalangi sahnya pernikahan mereka,
baik dari segi nasab, persusuan, perbedaan agama, persemendaan dan lain
sebagainya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari

pernikahan mereka tersebut;

Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II

belum pernah bercerai;

Bahwa selama ini tidak ada warga yang menyangkal keabsahan pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk alas hukum sah

pernikahan para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diterangkan lagi dan

Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini di tunjuk sepenuhnya pada berita

acara persidangan dan semua kejadian di muka persidangan telah tercakup pada berita

acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagai mana

telah di uraikan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat-surat P.1.
s/d P.4, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini sesuai
dengan ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis P.1. s/d
P.4 dan keterangan saksi di depan persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah
menikah dengan Pemohon II secara sah sesuai dengan hukum Islam yang dilaksanakan
pada tanggal 11 Januari 1990 di Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten
Kuantan Singingi, yang menjadi wali nikah kakek kandung Pemohon II yang bernama
Asep, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh
Muklis dan Bakri, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dibayar tunai, dengan adanya ijab kabul dan selama ikatan perkawinan tidak
pernah terjadi perceraian sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

bernama:

a ANAKH, lahir tanggal 27-07-1992
b ANAKII, lahir tanggal 08-07-1995
¢ ANAKII, lahir tanggal 27-11-2002

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama Islam
mengenal hal ini, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, seperti

pendapat Imam Zakaria Al-Anshari dalam Kitab Asna Al-Mathalib yang menyatakan:

“Apabila suami istri membenarkan adanya pernikahan di antara mereka, maka
pengakuan itu dapat diterima, walaupun tanpa ada bukti. Sebab perihal pernikahan
tersebut adalah hak mereka berdua. Oleh karena itu, pernikahan itu dapat dibenarkan/
diitsbatkan jika keduanya saling membenarkan”. (Zakaria Al-Anshari, Asna Al-Mathalib
fi Syarh Raudha al-Thalib, Juz. 111 Halaman: 126)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk
menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sesuai dengan

ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa
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Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi
Hukum Islam maka penikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diizsbatkan

sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,

sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari’at

yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1990 di Desa Air Buluh, Kecamatan

Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah

Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Desember 2015
M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal H, oleh kami Baginda, S.Ag,MH
sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag,MH dan Erlan Naofal, S.Ag.M.Ag
sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hertina,
BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II;

Ketua Majelis
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Baginda, S.Ag,MH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Syamdarma Futri, S.Ag, MH Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Penganti

Hertina, BA
Biaya Perkara:
= Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
= Biaya Proses Rp. 50.000,-
= Biaya Panggilan Rp. 341.000,-
= Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
= Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-

Terbilang : “empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah” ;
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